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Evaluasi Percepatan Capaian Target RPJMD

Akuntabilitas Menj adt v

P enunj ang Capaian Kin erja
AKUNTABILITAS men-

jadi penunjang untuk capaian
kinerja pada setiap satuan
kerja perangkat daerah (SI(PD)
dengan tetap ber-pedoman pada
rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD)
2010-1015. Demikian disam-
paikan WaIi Kota Denpasar
I.B. Rai Dharmawijaya Mantra
saat membuka evaluasi perce-
patan capaian target RPJMD
di Ruang Pertemuan Gedung
Sewaka Dhatma, Rabu (2513)

kemarin. Evaluasi yang ber-
langsung dua hari tersebut juga
dihadiri Sekda Kota Denpasar
AAN Rai Iswara dan seluruh'
kepala SKPD.

Rai Mantra menambahkan,
untuk mencapai akuntabiJitas
yang maksimal, setiap SKPD
harus didukung pers.onaliti
atau pegawai yang memiliki
komitmen kuat sehingga dapat
mencapai hasil program sesuai
tertuang dalam RPJMD.

Dalam kesempatan tersebut,
Rai Mantra juga menyampar-
kan arahan yang diberikan
Presiden RI beberapa waktu
lalu. Dalam arahan Presiden
tersebut ditekankan untuk
pengadaan barang dan jasa

hendaknya menggunakan e-
catalog. Mengingat sistem ini
memiliki tingkat akuntabilitas
mencapai 100 pers€n. Dalam
e - catnlo g, menvrut Rai Mantra,
barang/jasa telah ditetapkan'
secara pasti. Di samping juga
masalah perizinan, infr astruk-
tur, kesehatan dan pendidikan
sert4 ketahanan pangan dan
lingkungan menjadi arahan
Presiden RI.

Di Kota DenpaSar sendiri
untuk perizinan, infi:astruktur,
pendidikan dan kesehatan telah
berjalan dengan baik. Tentunya
ini harus terus ditingkatkan
sehingga kemanfaatannya pada
masyarkat makin dirasakan.

Sementara itu, Prof. Dr. I
Wayan Ramantha, M.M., Ak.,
CPA. mewakili kelompok ahli
pembangunan Pemerintah Kota
Denpasar dalam rangkuman
pemikiran menyampaikan di
samping dalam laporan kinerja
yang dirangkum pihak ekster-
nal melalui dokumen, dalam
presentasi yang disampaikan
sudah ada penjelasan tamba-
han. Secara keseluruhan dasar
evaluasi di samping RPJMD
juga beberapa indikator makro
dan umum lainnya yang perlu

mendapat perhatian. "Tidak
hanya capaian kinerja secara
kuantitatif saja menjadi perha-
tian, tetapi sifatnya kualitatif
seperti tertib administrasi dan
kuangan daerah harus men-
jadi perhatian," ujarnya sambil
menambahkan, termasuk juga
pengawasan pembangunan
merupakan manajemen tata
kelola pemerintahan.

Prof. Ramantha mengata-
kan pemapdran dari perwaki-
Ian SKPD sudah cukup baik,
namun perlu ditingkatkan
sehingga tercapai sesuai den-
gan RPJMD. Ke depannya,
Ramantha menyampaikan
RPJMD bisa menyesuaikan
sesuai dengan perkembangan
kebutuhan riil masyarakat.
sehingga dalam perjalanannya
RPJMD bisa direvisi sesuai den-
gan perundang-undangan.

Untuk melakukan evaluasi
terhadap RPJMD dipakai alat
ukur/indikator makro, dilaku-
kan secara berjenjang mulai
dari misi, strateg dan kebijakan,
program, indeks kerja utama
(IKII) dan substansi kegiatan.
Indikator makro merupakan
dampak dari selumh kegiatan
yang tertuang dalam rencana
kerja perangkat daerah (RKPD)
dan dijabarkan dalam APBD.

Sedangkan.di dalam pelak-
sanaan pemoangunan, rn-
dikator y'ang dipaaai adalah
Indikator Inpu,t, Ou,tpu,t dan
Outconte. Sedangkan untuk
pengawasan yang dipeikai dasar
adalah tertib administrasi dan
tertib pengelolaan keuangan
daerah (good gouernance).
Untuk dapat melaksanakan
program-program pembangu-
nan diperlukan pemahaman
terhadap keterkaitan antara
misi sampai dengan kegiatan
yang dilaksanakan melaluiSKPD - Wali Kota Roi Montra memberihan pengarahan

hepada hepala SKPD Pemhot Denpasar untuh perce- APBD, sehigga diharapkan
piton capaian target RPJMD, Rab,u (25/3) hemarin d.i dapat rnempertahankan opim
Gedung Sewaha DEarma, Lumintang. WTP dari BPK. (ad9)
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Kasus Dermaga Gunaksa

Sembilan Lahan Fiktif
Dapnt Ganti Rugi

Semarapura (Bali Post) -' Tim S-embilan yang diketuai Sekkab Klungkung Ketut Janapria kini siap-siap menjadi
pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam proses penyidikan, fim menemukan ada
g lahan fiktif yang mendapat ganti rugi.

"Tim Sembilan telah melaku-
kan ganti rugi terhadap 100 bi-
dang lahan untuk dermaga. Tapi
setelah dilakukan pengukuran
dan dieek berdasarkan keteran-
gan saksi dari BPN, lahan yang
diganti rugi sebenarnya hanya
91 bidang. Jadi ada kelebihan
sembilan bidang lagi yang diganti
rugi oleh tim Sembilan," ujar Kasi
Intel Kajari Klungkung, Suhadi,
Rabu (25l3) kemarin.

Ia mengatakan sembilan bi-
dang yang diganti rugi ini sudah
jelas fiktifatau tanah negara yang
cliganti rugi. "Lahannya tidak ada
digambar," ujarnya. Ia menga-
takan luas lahan dari sembilan
bidang tersebut hektaran. Semen-
tara tim sembilan memberikan
ganti rugi terhadap lahan yang
fiktif tersebut mencapai miliaran
rupiah. Parahnya lagi, dari sembi-
Ian bidang yang ditemukan fiktif,
tujuh bidang lahan yang diganti
rugi oleh tim Sembilan ternyata

pantai yang merupakan tanah
negara. "Inilah kesalahan tim
Sembilan, kenapa tidak diteliti
atau diinventarisasi dulu sebelum
diganti rugi," kata Suhadi.

Ia mengatakan Penyidik dari
Kejaksaan Negeri Klungkung te-
lah melimpahkanberkas kasus tim
pengdaan lahan dermaga tersebut
ke tangan JPU. Pihak penyidik
berencana akan melimpahkan
berkas dan para tersangka (tim
Sembilan) ke pengadilan Tipikor
pada bulan April ini.

"Berkas dari tim Sembilan
sudah rampung. Bahkan bulan
April ini kita akan limpahkan ke
pengadilan," ujar Suhadi. Menu-
rutnya berkas dari tim Sembilan
sudah tidak ada persoalan. Kini
penyidik hanya tinggal melaku-
kan koreksi terhadap berkas dari
tim Sembilan sebelum dilimpah-
kan ke pengadilan. "Tinggal diko-
reksi saja. Siapa tahu ada yang
salah ketik atau bagaimana jadi

perlu dikoreksi," ujarnya.
Sementara itu kasus korupsi

yang ditangani Kajari Klungkung
juga mendapat perhatian Kepala
Kejaksaan Tinggi Bali, Momock
Bambang Samiarso. Kemarin
pagi bersama jajaran dan istri,
Kajati, Momock melakukan kun-
jungan kerja ke kantor Kajari di
Jalan Gajah Mada, Klungkung.
Momock juga tidak menampik
mengecek setiap perkara yang
ditangani Kajari, termasuk ka-
sus dugaan korupsi pengadaan
lahan dermaga yang melibatkan
mantan Bupati Klungkung I
Wayan Candra. Bahkan ditemui
seusai memberikan pengarahan.
Kajati mengapresiasi kinerja
Kajari Klungkung bersama jaja-
rannya dalam menangani kasus
korupsi tersebut. "Saya sangat
mendukung sekali. Bahkan saya
meminta Kajari bersama jajaran-
nya maju terus," ujar Momock.
(km!)
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Penyidik Kej atr Sita
Berkas di Pemkab

Negara (Bali Post) -
Sejumlah jaksa penyidik

Pidana Khusus (Pidsus)
Kejati. Rabu (2513) kemarin
mendatangi Sekretariat
Daerah (Setda) Pemkab
Jembrana dan menyita se-
jumlah berkas barang bukti.
Berkas-berkas yang telah
disiapkan itu terkait kasus
dugaan korupsi Sekolah
Tinggi Ilmu Teknik Jem-
brana (Stitna) dan Stikes
dengan tersangka mantan
Bupati Jembrana I Gede
Winasa.

Informasi yang dihim-
pun. empat orang PenYidik
Kejati datang didampingi
KabagUmum Kejaril Gede
Riasa berada di sekretariat
sekitar satu jam. Penyidik
diterima Asisten I I Made
Sudiada, Asisten II I Ketut
Windra, serta Kasubbag
Bagian Hukum Ida Bagus
Brahmantara. PenYitaan
berkas ini tidak samPai
menggeledah, pasalnya
sebelumnya telah berkoor-
dinasi dengan pihak Pem-
kab berkas apa saja yang
diperlukan.

AsistenllMadeSudia-
da kepada wartawan mem-
benarkan adanya penyidik
yang datang menyita ber-
kas. Menurutnya, PenYidik
agak lama kendati hanYa

mengambil saja, karena
harus mencocokkan berkas
yang dimaksud. "Ting-
gal mencocokkan saja apa.
yang sudah kita siapkan,
katanya sudah semua,"
terangnya. Berkas itu
menurutnya seperti Pera-
turan Bupati (Perbup) dan
dokumen-dokumen aturan
lainnya yang terkait bea-
siswa Stitna/Stikes. Di
antaranya Perbup 4 ta-
hun 2009, tentang Pem-
berian beasiswa kepada
siswa SMU, SMA Kejuruan
Umum dan mahasiswa
tahun 2009, Permqndagri
59 tahun 2007, Peruba-
han anggaran SKPD tahun
2009, perubahan atas Per-
mendagri 13 tahun 2006,
tentang pengelolaan uang
daerah, Perbup 3 tahun
2009, tentang penjabaran
APBD serta Pelaksanaan
anggaran SKPD tahun
2010.

Berikut Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) bea-
siswa untuk Stitna/Stikes
antara tahun 2009 dan
2010. Selain di Setda, tim
penyidik juga mendatangi
Dinas Dikporapabud, serta
iihak Stitna dan Stikes.
Di lokasi tersebut penyidik
juga mengumpulkan bu\ti
berkas. (kmb26)

SITA - Penyid.ih Keioti tnemasuhhon berhos k:;i:;;ii
yong disita d.ari Seid,a Jernbrona terhait kasus horupsi
Be asisw a Stitn a./Stih e s.
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Pasar Kubutambahan
Nunggak Setor

Keuntungan Rp 30 Juta
Singaraja (Bali Post) -

Pihak pengelola pasar di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan
menlrnggak 

-m-enyeto rkan sharing keuntungannya kepada pemerintah daerah.
Pgiat< pengelolaan pasar itu diserahkan kepada pihak desa tahun 2002 silam,
h_ingga_tahun ini ma-sih menyisakan tunggalan keuntungan sekitar np s0 j;i;.
Men-ariknya, tunggakan penyetor4n keuntungan, itu menJadi temuan g';a"" F;-
meriEra Ke!a?9_an (BPK) saat mengaudit keiangan Diretsi Perusahan Daerah
(PD) Pasar Buleleng belum lama ini.

Direktur Utama (Dirut)
PD Pasar Buleleng I Putu
Gede Satwikayadnya di ruang
kerjanya Rabu (25i3) kemarin.
membenarkan kalau perusa-
haan masih memiliki piutang
dari pihak pengelola Pasar
Kubutambahan. Dikatakan.
ketika PD Pasar resmi melepas
aset pasar tersebut, untuk
dikelola pihak desa 2007 lalu,
pihak perusahaan desa telah
menyepakati teknis pembagian
keuntungan pasar. Dari perjan-
jian itu, pihak desa menyetor-
kan keuntungannya dengan
nilai antara Rp 400.000 hingga
Rp 500.000 setiap tahun. Pem-
bagian sharing keuntungan
ini sempat berjalan. Namun
entah mengapa pihak pengelola
Pasar Kubutambahan tiba-tiba
menghehtikan menyetorkan
shorlngkeuntungan itu ke pe-
merintah daerah. Dari catatan

Irembukuan, keuntungan, dana

yang belum disetor sekitar Rp
30 juta. "Benar kita memiliki
piutang dari pengelola Pasar
Kubutambahan. Dan sampai
sekarang belum dilunasi. Kami
sudah berusaha menagih na-
mun belum juga direspons,"
katanya.

Menyusul tunggakan piu-
tang Pasar Kubutambahan itu,
lanjut Satwikayadnya, upaya
penagihan sudah dilakukan
baik dengan cara bersurat
resmi hingga mendekati pihak
pengelola pasar. Bahkan,
Bupati Buleleng, Putu Agus
Suradnyana, sempat turun
tangan. Ia menginstruksikan
agar utang tersebut disetor ke
kas daerah.

Audit BPK
Hal ini dilakukan karena

dari hasil audit BPK terhadap
dokumen keuangan PD Pasar
Buleleng belum lama ini, ne-

nemukan peneri-maan setoran
dana keuntungan dari Pasar
Kubutambahan itu belum
masuk. Khawatir temuan ini
berdampak terhadap penilaian
BPK terhadap keuangan peru-
snlraan, Satwikayadnya mem-
infa agar utang itu secepatnya
disetor ke kas daerah. 'Kalau
dibiarkan, kami khawatir BPK
menilai pengelolaan keuangan
kita tidak benar. Nah kami
harapkan pihak pengelola
segera melunasi utangnya itu,"
tegasnya.

Dihubungi terpisah tokoh
masyarakat Kubutambahan,
Ketut Warkadea. mengata-
kan, hak pengelolaan pasar di
desanya itu diatur dalam surat
keputusan (SK) Bupati, yang
terbit September 2007. Pada
SK;ts$s5r1 diatur, pihak
pengelola wajib menyetorkan
keuntungannya kepada pemer-
intah daerah. Namun sejak SK

[nat- r
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Ketut warhod"i'n^ou
itu terbit, pihak pengelola tidak
menyetorkan dana keuntun-
gannya. Hal ini dilakukan kar-
ena sampai tahun ini di pasar
itu belum pernah ada bantuan
perbeikan yang bersumber dari
pemerintah daerah. Sebaliknya,
sejak pasar itu dibangun di
atas lahan satu hektar adalah
dari dana swadaya warga dan
iuran puluhanpedagangyang
berjualan di pasar tersebut.
Selain itu, nilai setoran keun-
tungan antara Rp 400 hingga
Rp 500 tiap tahun itu dianggap
terlalu tinggi. Apalagi, pasar

tersebut merupakan pasar
yang berlokasi di desa. Sudah
pasti, pendapatannya tidak
sama dengan pasar di perko-
taan. "Sejauh ini belum ada
bantuan untuk pemeliharaan
bangunan. Bahkan, untuk
membangun Pwa Melanting,
para pedagang yang menge-
luarkan dana sendiri. Dengan
pertimbangan itu setoran keun-
tungan itu menjadi masuk akal
tidak dibayar," katanya.

Terkait tunggakan keun-
tungan pasar menjadi temuan
BPK, mantan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
@isbudpar) Buleleng ini me-
nyarankan, agar pemerintah
mencabut SK Bupati Sep-
tember 2007 itu tentang pe-
nunjukan pengelolaan pasar
oleh desa adat. Itu artinva.
kewajiban pihak pengelola
menyetorkan keuntungan-
nya juga ikut dihapuskan.
Dengan demikian, tidak lagi
muncul tunggakan dana dari
keutungan pengelolaan Pasar
Kubutambahan. "SK itu di-
cabut saja, sehingga setoran
keuntungan yang diminta
kepada pihak pengelola bisa
dihapuskan dan tidak lasi
menjadi temuan BPK," saran-
nya. (kmb38)

Loat z
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Pemkot Denpasar Gelar Evaluasi Program APBD 2014 ,/
Percepatan Capaian Target RPJMD, Kinerja SKPD Harus Terukur

GIJNA merrcapai target program
kerja yang telah ditetapkan pada
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Denpasar hingga tahun 2015, Li-
nerja SKPD harus terukur dari
setirap progam yang dil,ksarrqkan.
Hal ini disamping untuk mening-
katkan serapan APBD, juga unhrk
memberilan nilai kemarfaatan bagt
masyaralat. Demikian disanpaikan
Wali Kota Denpasar I.B. Rai lVlantra
saat memberikan aralnn pada ra-
pat evaluasi kegdatan pemantapan
penbargutar! Rabu (2t3) kemarin
di ruang pertemuan G,edung Graha
Sewaka Dharma. Rapat evaluasi
yang berlangsung selama dua hari
juga cUhadni Sekda Kota Denpasar
AAN Rai Iswara dan seluruh Kepala
SKPD di Pemlot Denpasar.

kbih lanjut Rai Mantra me-
nanbahkan, evaluasi semacam ini
rufin d ileksarrqkq n tiap tahurU yang
terpentirg ada tin&k lanjut clari
evaluaei ini Sebagaicontoh evaluasi
kegiatan 2013 yang dileksanakan
tahun 2014 acla beberapa bal yang
hants ditindaklanjutisecarainternal
dan acla juga dapat dis€lesaikan den-
gan koordinasi dengan iltstarri lai[
Ticlak lanjut yang telah clilalul<an
hanrs jelas sehingiga mengetahui ca-
paian dari RPJMD Kota Denpasar.
'Capaia.n target kinerja setiap SKPD
harus terukur sehingga menjadi
satu patokan untuk menindallan-
juti apa yang kurang dalan capaian
RPJMD," ujar Rai Mantra. Yang
tidak kalah pentmgnp akuatabili-
tas atau kepatuban hanrs menjadi
pemurjang dalam pencapaian target
tersebut. Untuk mencapai semua
ini dibutuhkan personality atau

RAPAT EVALUASI- Wali Kota Roi Mantra seat rne,nbuha rapat
evaluaei hegiatan pernantdp.tn pembangunan, Rabu (25/3) he-
marin di fuang perternuan Ged,ung Graha Sewaha Dharma.
pegawai yang kuat untuk mencapai
kenerja tersebut.

Rai Mantra berharap melalui
basil evaluaei ini clapat memberikal
gambaran pada SKPD apa yang
menjadi rekomendasi harus ditin-
da-klanjuti telmasul juBa capaia!-
capaian prestasi

Untuk akuntabilitas, ke depan-
nya pengadaan barang di setiap
SKPD agar telah menggunakan
e-coJolog. Seperti dicontob.kan oleh
Presirlen melalui Menteri Pertanian
dalam pengadaan traktor cukup
dengan menggunakarr e - catolo g.
Karena semlu jenis barang dalam
pengadaan telah ada dalam e-
coJolog dengan proses yalg sa[gat
cepat. Pengadaan melalui e-catobg,
menurut Rai Mantra, alutabilitas-
IIya 100 pers€n. Menurut Rai Man-
tra, bila ticlak ada barang dalam
e-co-tolog ilapat diusulkan.

Dalam kesempatan tersebut,
Rai Mantra meryampaikan arahan
Presiden RI bam.baru ini yang me-
liputi malasah e-catalog, uasalah
perizinan termasuk juga masalah
ketahanan pangan dan infrastruk-
tur, pendidikan serta kesehatan.
Secara garis besar apa lang menjadi
arahan Presiden RI telaleanakan
dengan baik di Kota Deripasar sep-
ertinasalahpendidikan, ke€ehatan
dan insfrastrulitur.

Kepala Bagiatr BobargAAN Ba-
gus Airawata menyarnpaiLan evalu-
asi ini untuk mengetahui sejauh
mana pela.ksanaan program kes-
esuaian dengan apa yqug tstuang
dalam RPJMD 2010-2015. Evduasi
ini sangat peting mengingat sisa
paruh waktu iniagar dims4fualla11
semaksimal mungkin, sehingga
gemua program. t€realrsa sesual
dengan RPJMD. (ad4)

Edisi

Hal

. lQnis , zL lvlareb 2o1g

I

ffi

-----ilEE



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

2 kans, zG [/aet, 2ot9

tfun23

PEMENTASAN -Ponggung terbuka Ard.ha Candrayong m.enjadi tempat pementasan
utarna di Taman Bud.ayo Denpoear.

Perusda Bali Ingin Kelola
Art Center

Denpasar (Bali Post)
Isu bahwa Art Center Denpasar baka-

lan dikelola oleh Perusahaan Daerah
(Perusda) Bali, mendekati kebenaran.
Hingga saat ini, Perusda Bali masih
berupaya untuk bisa mengelola Taman
Budaya atau Art Center. Dari pandangan
Perusda, UPT yang saat ini menangani
Taman Budaya masih belum bisa men-
gelola pendapatan yang masuk. Dengan
kata lain, setelah menerima uang, UPT
Taman Budaya langsung menyetornya
ke provinsi. Imbasnya, UPT tidak
bisa melakukan pengembangan untuk
menghasilkan keuntungan lebih bagi
pendapatan daerah.

"Kalau Perusda diberi mengelola, saya
kira akan lebih leluasa dalam hal sisi
bisnisnya. Terutama, bagaimana meng-
handle ticketing yang baik, bagaimana
me-matuage segala ruangan yang ada di
sana dengan baik dan termanfaatkan,"
ujar Direktur Teknis Aluisisi Perusda
Bali I Wayan Tana, Rabu (2513) ke-
marin.

Tana mengatakan, saat ini masih
digodok aturan main untuk pengelolaan
tersebut. Kemungkinan yang paling
besar adalah maksimalisasi hari-hari
yang tidak dimanfaatkan oleh UPT. Bila
Perusda diizinkan untuk mengelola,
pihaknya bisa membuat euent di luar

Pesta Kesenian BaIi (PKB) atau euent
lain yang digelar UPT.

"Kalau Perusda yang mengelola, be-

rarti kita blkin euent |uga Euent itu be-
rarti ada ticketing. sponsor, juga menye-
wakanbeberapa tempat untuk satu euen.f

exhibition, kuliner, atau lainnya. Tiket
masuk segala macam ada PergubnYa,
tetapi kalau kita menjual yang namanya
nenientasan. boleh kok (menarik harga
di l.ta" pergub - red)," tandasnYa'

Tana juga menjamin tidak akan me-
matikan seniman bila pengelolaan Art
Center diserahkan kePada Perusda.
Hal. 23
T)inrs Kebudayaalq

hal .r.
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Dinas Kebudayaan \/

Sebaliknya, keuntungan
yang nantinya diperoleh
justru akan digunakan un-
tuk menghidupkan seniman
sebagai roh dari Art Center
itu sendiri.

Ditemui terpisah, Kepala
Dinas Kebudayaan Bali
Dewa Putu Beratha mem-
benarkan bila Perusda men-
gajukan permohonan untuk
mengoptimalkan penda-
patan Art Center. Namun,
realisasinya dikatakan
masih jauh lantaran masih
melakukan pengkajian. Uta-
manya dari segi peraturan
perundang-undangan, apak-
ah memungkinkan bagi Pe-
rusda untuk ikut mengelola
Art center.

"Yang jelas bukan jadi
per"nahaan daerah, arti-

nya perusahaan daerah
mengajukan permohonan
untuk bisa ikut mengop-
timalkan Taman Budaya
dari segi pendapatan. Cuma
masalahnya kan harus jelas,
apanya yang dikelola, itu
yang masih perlu kita kaji,"
ujarnya.

Terlebih, lanjut Beratha,
pemanfaatan gedung dan
ruang-ruang di Art Center
termasuk penyewaannya su-
dah diatur dalam peraturan
gubernur. Oleh karena itu,
akan sangat llerhati-hati
agar pengoptimalan penda-
patan yang diajukan Pe-
rusda tidak memberatkan
para seniman nantinya.
Termasuk tidak menggang-
gu fungsi Taman Budaya
sebagai pusat pengemban-
gan dan pelestarian seni
budaya. (kmb32)
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Tagih Piutang,
naTim BRSUD Taba

Diprotes
Tabanan (Bali Post) -

Sesuai instruksi Badan
Pemeriksaan Keuangan
(BPK) untuk mengkonfir-
urasi seluruh piutang, BR-
SUD Tabanan telah menu-
runkan tim di setiap desa.
Namun, saat melakukan
konfirmasi piutang, ban-
yak masyarakat protes.
Masyarakat yang menung-
gak pembayaran menuduh
tim melakukan penangihan
pajak.

Namun, dalam proses
penagihap dari ribuan for-
mulir konfirmasi yang dis-
ebarkan ke 133 desa di
Tabanan, baru sekitar 95,36
persen yang kenbali. Tidak
hanya wilayah Tabanan,
konfirmasi jugn menjang-
kau desa di luar Tabanan
dan di luar Bali.

Dari l-])..100 piutang di
bawah Rp 500.000 yang
dikonfirmasi oleh pihak BR-
SUD. baru 110 orang yang
rn e mb a1-a r dengan total
pembayaran Rp 7.82ti.000.

Direktur BRSUD Ta-
banan dr. Nyoman Susila,
Selasa (2.1/3) memapar-
kan jiklr proses konfirmasi
saat ini masih berj alan.
Permasalahan vang dih-
adapi tim kon6rmasi adalah
komplain dari masyarakat
yang mengila konfirmasi
prutang tersebut adalah
penagihan piutang pajak.
Padahal. mcnurut Susila,
konfrrrnasi tidak sama den-
gan penagihan. Kon6rmasi
bertujuan untuk meyakini
apakah benar ada piutang
atau tidak.

Kendala lain yang di-
hadapi tim adalah belum
samanya persepsi antara
tim konfirmasi dengan
masyarakat. Banyak
masyarakat menganggap
piutang RS yang meru-.
pakan piutang pelayanan
disamakan dengan piutang
pajak. Padahal piutang
pelayanan berbeda dengan
piutang pajak atau piutang
lainnya yang wajib diba-
yarkan.

Lanjut Sirsila,. piutang
di bawah Rp 500 ribu ini
merupakan piutang dalam
rentang 10 tahun. Tahun
2014 lalu BRSUD Tabanan
telah mengkonfi rmasi utang
di atas Rp 2 jnta. BPK ke-
mudian meminta BRSUD
Tabanan untuk mekonfir-
masi semua piutang. Oleh
karena bersifat sosial. tidak.
ada sanksi bagi masyarakat
yang benar-benar tidak
bisa membayar. "Tidak
ada sanksi pelayanan atau
dampak lain karena ini
adalah fungsi sosial RS
tetapi pengelolaan keuan-
gan harus tetap dilakukan,"
ujar Susila.

Penyelesaian masalah
piutang adalah salah satu
langkah untuk memban-
gun manajemen keuangan
yang baik. Setelah tahap
konfirmasi dilalui maka
akan masuk ke tahap akhb
yaitu penyisihan di neraca
danhapus buku. Untuk pen-
gapusan tagihan, BRSUD
Tabanan akan Dxeminta
rekomendasi dari KPPN.
(kmb2a)
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Tak Maksimill,
Pemanfaatan

Dana Penyisihan
PHR

Tersisa Rp 6'Miliar Lebih
Bangli (B4li Post) -
' Dana pegyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung dan Kota

Denpasar j'ang selama ini diterima Kabupaten Bangli ternyata belum mampu
dlmanfaatkan secara maksimal. Buktinya pada tahun anggaran 2014 lalu, dari Rp
17 miliar lebih yang diterima, bantuan dana PHR yang tersira terlilang cukup
tinggi yakni mencapai Rp 6 miliar lebih. '.

juta lebih juga.digunakan
untuk program pengemban-
gan kinerja pengelolaan pel-

. sampahan yang dikerjakan
Badan Lingkungan Hidup.
Tak hanya itu Rp 454 juta
Iebih digunakan Disperindag
untuk membiayai plogram
efisiensi perdagangan da-
lam negeri, dengan kegiatan
berupa pembangunan dan
renovasi Pasar Kidul serta
kegiatan pembangunan dan
revitalisasi pasar tradis-
ional.

Sedangkan untuk membi-
ayai program yang dikerjakan
Disbudpar yakni program
pengembangan destinasi pari-
wisata, pengelolaan keraga-
man budaya dan pengemban-
gan kerja sama pengelolaan
kekayaan budaya, bantuan
dana penyisihan PHR yang

Berdasarkan laporan pe-
manfaatan relokasi bagi hasil
penerimaan PHR Kabupaten
Badung dan Kota Denpasar
Tahun anggaran 2014 triwu-
lan IV yang disusun Bagian
Keuangan Setda Bangli ter-
ungkap, total dana penyisi
han PHR vaqc diterima tahun
?ott .rllilnvi mencapai Rp
17.213.255.08.1. Dari jumlah
tersebut, dana yang terpakai
hanya Rp 11.034.859.864.
Sedangkan sisanya Rp
6.178.395.220.

Dalam laporan yang dis-
etorkan ke Pemprov Bali itu
juga tertulis, kucuran dana
penyisihan PHR yang di-
terirna tak hanya digunakan
untuk membiayai program
yang dikerjakan Dinas Ke-
budayaan dan Pariwisata
(Disbudpar). Namun juga se-

jumlah program di lima SKPD
lainnya. Di antaranya seba,
nyak Rp 4,7 miliar lebih daua
penyisihan PHR digunakan
untuk Dembiayai program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan yang
dikerjakan Dinas Pekerjaan
Uuum (PU).

Selain itu Rp 2,,1 miliar
lebih digunakan untuk pen-
gadaan dan peheliharaan
sarana prasarhna kebersi-
han dan pertamanan serta
program penanganan dan
pengelolaan persampahan
yang di-kerjakan Dinas Tata
_ttota_

Kucuran dana penyisihan
PHR tersebut juga digunakan
untuk membiayai program
perencanaan tata ruang Rp
299 juta yang dita ngani
Bapedda. Sebanyak Rp 420

Val 4
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*i*g$uq!tan nilainya hanya
Rp 2,6 miliar lebih "

, Narnun demikian, dalaru
la,por.an tersebut tidak di_
Jerasl(an seuara ririci di ruaria
lokasr kegiatarr dar.i maniils.
ruasing program. Misaluy-a
saJa, -program rehabilitaii/
pemeliharaan jalan dau jenr_
batan yang dikerjakari Di_
nas PU., Dalam laporal itu
nanya dtcanturnkan ualna
qloC.raT dan kegiatau. Tidak
drsebutkan secara jelas di
mana lokasi jalan yang dire_
habilitasi.

silpa dan akan dipergunakan
ruembrayai kegiatan tahun
ber.rkutnva.

Pll mbrrgatakan dana pe-
ruyrsrhan pHR yang selama
rnr drtel'rma inelalui pemprov
Darr nrlatnya tidak tentu.
Desaran dalra .vang diterima
telgantung dali pendapatan
Kabupaten Badung dan Den_
pasar.. I et_api sesuai Kepu-t_lsan Gubernur Bali No.
286/0 1 -l'/HK/2009. Kabu_paten Bangli rnendapatkan
;atah penyisihan pHR tO,ZS

-_ 
Terkait hal itu Kabag

Keuangan Ketut Nurjana]
Rabu -kemarin ntengatakan,
soal nncian lokasi kegiatan
yang dimaksud ada di mas_
ing-masing_ SKpD. pihakrrya
dr bagran keuangan hanva
meny,usun laporan yairg
oroerlkan dari masing_ruas_
ing SKPD, Demikian luga
Te"cll?lpenyebab adanla
dana PHR yang tersisa. Dia
hanya menyebutkan, sisa
ql"a {alg_ ada tidak lagi
dikembalikan ke penrrov
Bali. Melainkan menjadi

pe.r'scn dari tutal dana yans
drk_utupul Pemprov Bali.
,'Menurut""o. fu"lrru.,
Derupa penyisihan pHR
yarrg drterima selama ini su_oah drgunakan pemerintah
seDagalmana peruntukan_
nya. Ses.uai dengan kepu_
t usan gub-ernur. Kabupaten
l5angli telah menggunakan
oana te.rsebut untuk mem_
PalSun sarana pariwisata,
kebersihan lingkungan,
pele.starian budaya dan
l:- !o 

ngu,"an la inny-a yang
meny.entuh masyarikat se_
cara rangsung. (kmb40)
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Terus Merugi

Pengelolaan Kapal Roro

D i s ar ankan Lib qtkan P ih ak Ketiga
Semarapura (Bali Post) -

Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika (Dishubkominfo) mengelola kapal roro
menjadi sorotan DPRD Klungkung. Dewan mengusulakn
agar kapal ini dikelola melibatkan pihak ketiga. DPRD
pesimis pengelolaan kapal roro oleh Dishubkominfo bisa
mendatangkan keuntungan, setelah terus merugi sejak
dibeli tahun 2006.

Anggota DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata, Rabu
(2513) kemarin mengatakan masalah pengelolaan kapal
roro setelah pengangkutan BBM ke Nusa Penida oleh
suplayer beralih menggunakan kapal LCT (Landing Craft
Tanh), sempat dibahas bersama di Dinas Perhubungan
Provinsi Bali.

Komisi II DPRD Klungkung juga sempat hadir saat itu.
Dalam situasi ini, mau tidak mau Dishubkominfo Kluns-
kung diminta mencari alternatif lain, untuk menamba-h
pendapatan dari operasional kapal roro. Selain alternatif
pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga, juga alter-
natif lain, dengan menambah jumlahshift penyeberangan.
Paling tidak dari satu shift menjadi dua shift setiap hari.

Legislator Partai Hanura ini mengungkapkan, Pemprov
Bali saat itu menyatakan tidak mungkin mencabut izin
yang dikeluarkan untuk operasional kapal LCT yang men-
gangkut BBM ke Nusa Penida. Apalagi, kapal roro sebe-
narnyajuga tidak layak mengangkut BBM dan penumpang
sekaligus, karena dinilai sangat berbahaya. "sehingga,
alternatifyang paling tepat, kapal roro sebaiknya dikelola
pihak ketiga. Bisa lewat,Pelindo atau ASDP (Angkutan
Sungai Danau dan Penyebrangan)," katanya.

Ia meminta Dishubkominfo Klungkung tidak usah ngo-
tot lagi agar Dishub Bali mencabut izin operasional kapal
LCT. Sebab, persoalan ini pada dasarnya telah menjadi
kelemahan Dishubkominfo yang terkesan gagal mengelola
kapal roro, lantaran setiap tahun terus merugi.

Kadishubkominfo Klungkung Nengah Sukasta belum
berkenan memberikan tanggapah. Sejak dibeli tahun 2b0o
seharga Rp 18 miliar dan diresmikan penggunaannya pada
28 April 2007, kapal roro belum sekalipun meraup keun-
tungan. Setiap tahun total anggaran operasional kapal roro
sekitar Rp 5 miliar lebih, sementara pendapatan sekitar Rp
3,5 miliar lebih. Berarti masih ada subsidi sekitar Rp 1,5
miliar. Dengan kehilangan pendapatan lagi Rp 1,2 miliar
karena suplayer beralih menggunakan kapal LCT, maka
total subsidi dipastikan bakal membengkak lagi, jika tidak
dikelola pihak ketiga.

Transportasi laut dengan kapal roro, menjadi salah satu
alternatif bagi daerah yang memiliki wilayah kepulauan.
Seperti Kabupaten Klungkung, kapal roro awalnya menjadi
transportasi andalan guna menghubungkan masyarakat
Nusd Penida dengan pulau Bali. Seiring perkembangan
zaman, saat ini ragam transportasi laut mulai bermuncu-
lan. Perkembangan transportasi laut pun menjadi mimpi
buruk bagi pengelolaan kapal roro, yang mulai ditinggalkan
masyarakat. (kmb31)
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